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SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar
Tahun Anggaran 2013
Makassar, Senin (19 Mei 2014) – Memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, S.H., M.M., menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Selayar dan Bupati Selayar yang diwakili oleh Wakil Bupati, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada hari ini (19/5/2014). Dalam penyampaian LHP LKPD Kab. Selayar TA 2013 tersebut, hadir pula pejabat pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

LKPD merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Selayar. LKPD TA 2013 meliputi Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. 
Sebelum LKPD dibahas DPRD Kab. Selayar sebagai pertanggungjawaban APBD TA 2013, LKPD tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPD dari Pemerintah Kabupaten, BPK memeriksa LKPD tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPD kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

LHP LKPD TA 2013 terdiri dari tiga buku, yaitu: (1) LHP atas LKPD TA 2013; (2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPD TA 2013; dan (3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2013. 
BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar yang berakhir pada 31 Desember 2013, atas laporan keuangan tersebut, BPK memberikan pendapat atau opini “Menolak Memberikan Opini (TMP)”, hal ini karena dalam LKPD TA 2013 masih dijumpai kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku dibidang Keuangan Negara. Catatan dan dokumen yang tidak tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas saldo kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2013 tersebut.
BPK memberikan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) yang berarti bahwa LKPD yang disusun Pemerintah Kabupaten Selayar masih dijumpai sistem pengendalian sangat lemah sehingga pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material,  beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain: 
a.     Saldo kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1.606.975.394,00 merupakan uang persediaan periode 2009 sampai dengan 2012 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor ke Kas Daerah dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung pencatatan yang memadai.
b.    Nilai penyertaan modal tersebut belum disajikan dengan metode ekuitas. Dari nilai penyertaan modal tersebut, penyertaan modal pada PDAM Selayar sebesar Rp20.829.348.845,00 disajikan berbeda dengan nilai penyertaan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyertaan modal pada PT. SUC sebesar Rp2.500.000.000,00 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
c.    Aset tetap tanah sebesar Rp93.096.402.351,00 belum memiliki sertifikat dan sebesar Rp4.306.900.000,00 bersertifikat bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Aset tetap tanah sebesar Rp4.378.173.188.00 tidak diketahui keberadaannya dikarenakan bukti kepemilikian yang ada tidak disertai informasi tentang lokasi keberadaan dan batasan luas tanah. Penatausahaan dan pencatatan aset tetap belum sepenuhnya tertib, aset tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp3.390.309.000,00 dalam kondisi rusak berat dan tidak dimanfaatkan namun masih disajikan dalam neraca. Aset tetap - kendaraan bermotor sebesar Rp207.788.000,00 dicatat ganda dengan nilai berbeda dalam necara per 31 Desember 2013.
d.    Pendapatan retribusi jasa usaha sebesar Rp399.980.375,00 tidak disajikan bruto. Biaya operasional perolehan retribusi tersebut dipotong langsung dari penerimaan sehingga pendapatan retribusi jasa usaha tidak menyajikan seluruh penerimaan retribusi jasa usaha.
Selain itu BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu pada BUMD, yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang, Kabupaten Selayar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang, Kabupaten Selayar menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.    BPR tidak memprioritaskan pemberian kredit dan tidak berupaya mendorong perekonomian kepada usaha mikro dan kecil,

2.    Pembentukan BPR tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan studi kelayakan yang diajukan kepada Bank Indonesia,

3.    Pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah karena tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip prudent banking ,
4.    Dalam mengelola biaya operasional, tidak sepenuhnya efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Publikasi:

Sub Bagian Hukum dan Humas 

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

Website: makassar.bpk.go.id / e-mail: hukmas.sulsel@gmail.com

